
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.915, 2017 BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN 

PERTOLONGAN. LHKPN. Pencabutan.  
 

PERATURAN  

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN 

NOMOR 12 TAHUN 2017 

TENTANG 

PELAPORAN HARTA KEKAYAAN  

DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN, 

 

 

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya yang dilakukan Pemerintah untuk 

mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan 

bebas dari penyalahgunaan wewenang dan praktek 

korupsi, kolusi, dan nepotisme, diwajibkan kepada 

seluruh Aparatur Sipil Negara Badan Nasional Pencarian 

dan Pertolongan untuk melaporkan harta kekayaan yang 

dimilikinya; 

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Komisi 

Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan 

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Surat Edaran 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban 

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil 

Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah, 

perlu mengganti Peraturan Kepala Badan SAR Nasional 

Nomor PK 11 Tahun 2016 tentang Pelaporan Harta 

Kekayaan Pegawai Badan SAR Nasional;  
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan 

Pertolongan tentang Pelaporan Harta Kekayaan di 

Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 314, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4150);  

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Pemberatasan Tindak Pidana 

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5661);  

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5600);  
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5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan 

Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);  

6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan 

Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

985); 

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan 

Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

820); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN 

PERTOLONGAN TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN DI 

LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN 

PERTOLONGAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah. 

2. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh 

Pejabat Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan 

Nasional Pencarian dan Pertolongan beserta istri dan 

anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta 

bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya 

yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh  sebelum, 

selama, dan setelah memangku jabatannya. 
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3. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang 

selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta 

kekayaan dari Pejabat Penyelenggara Negara di 

Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, 

yang dituangkan dalam formulir Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara yang ditetapkan oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi. 

4. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang 

selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh 

harta kekayaan dari Aparatur Sipil Negara Badan 

Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang dituangkan 

dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi. 

5. Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Nasional 

Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut 

Penyelenggara Negara adalah pejabat/pegawai yang 

memiliki yang fungsi strategis dan berpotensi/rawan 

korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjalankan tugas 

dan fungsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

negara di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan 

Pertolongan. 

6. Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah yang 

selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah 

yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan 

intern (internal audit) di lingkungan pemerintah pusat 

dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 

Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit 

pengawasan intern pada Kementerian Negara, 

Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada 

Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga 

Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit 

pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah 

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya 

disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat 

independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan 

manapun. 

8. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi yang selanjutnya disebut Menteri adalah 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang aparatur negara. 

9. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang 

selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pimpinan 

tertinggi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. 

10. Sistem Informasi Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara 

yang selanjutnya disebut Si Harka adalah sistem aplikasi 

yang dipersiapkan oleh Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk 

pengisian LHKASN. 

11. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah 

lembaga pemerintah nonkementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pencarian dan pertolongan. 

 

Pasal 2 

Laporan harta kekayaan terdiri atas: 

a. LHKPN; dan  

b. LHKASN. 

 

Pasal 3 

Pengelolaan laporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan 

Pertolongan dilaksanakan oleh APIP. 

 

Pasal 4 

APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berkoordinasi 

dengan unit kerja yang membidangi kepegawaian untuk 

menyusun daftar nama wajib lapor harta kekayaan di 

Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. 
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